BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang strategi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan
pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI, maka kesimpulan yang didapatkan antara lain

sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek physical assets, sarana dan prasarana yang ada pada
BPSDM Hukum dan HAM hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan PKP per/
tahun nya. Disisi lain, tiga satuan kerja (Balai Diklat Jawa Tengah, Sulawesi
Utara Dan Kepulauan Riau) yang ada dibawah BPSDM Hukum dan HAM
hingga saat ini belum pernah dijadikan tempat untuk penyelenggaraan PKP
dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum

terakreditasi.

2. Aspek financial assets merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap
penyelenggaraan PKP. Hal ini terbukti karena anggaran yang terbatas maka
pelaksanaan PKP hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan saja per/tahun
nya. Saat situasi pandemi covid-19 PKP dilaksanakan dengan metode full
distance learning yang tidak membutuhkan anggaran yang banyak dan telah
mengikutsertakan sebanyak tujuh angkatan sekaligus dengan total 280 orang.
Demi efisiensi anggaran, maka kebutuhan 1.688 orang tidak dapat
dilaksanakan terpusat di BPSDM Hukum dan HAM saja, melainkan perlu
adanya kerjasama dengan lembaga pelatihan di daerah untuk menekan biaya
transport peserta PKP. Berkaitan dengan hal tersebut, data calon peserta PKP
seluruh Indonesia yang akan diikutsertakan PKP harus valid karena akan

berkaitan dengan mekanisme perencanaan anggaran.

3. Jika dilihat dari aspek human assets dalam pelaksanaan PKP berkaitan dengan
kepesertaan dan tenaga pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah
kebutuhan pejabat pengawas yang dapat diikutsertakan dalam PKP sejumlah

1.688 orang, jumlah tersebut seluruhnya adalah pejabat pengawas yang telah
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duduk namun belum mengikuti PKP dari berbagai satuan kerja di seluruh
Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan tenaga pelatihan, untuk percepatan
penyelenggaraan dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya tenaga
pelatihan juga tidak akan tersedia jika PKP terpusat hanya di BPSDM Hukum
dan HAM saja, maka dari itu dibutuhkan lembaga pelatihan yang terakreditasi

yang mampu menyediakan tempat sekaligus tenaga pelatihan yang mumpuni.

4. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PKP, intangible assets atau aset
yang tidak berwujud ini sangat berkaitan dengan mekanisme perencanaan
BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan PKP. Dari hasil penelitian
didapatkan informasi yang kuat dari para informan bahwa PKP merupakan hal
yang penting sebagai bekal bagi pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya sehari-hari. Dalam menyelesaikan kebutuhan PKP saat ini, tidak
hanya membutuhkan perencanaan saja namun juga strategi. Dukungan dari
LAN selaku instansi pembina, Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Balai
Diklat dibawah BPSDM Hukum dan HAM, maupun lembaga pelatihan disetiap
provinsi sangat dibutuhkan dalam penyusunan strategi penyelesaian
kebutuhan PKP yang tinggi, sehingga akhirnya akan tersusun mekanisme
perencanaan serta strategi yang matang dan dapat diimplementasikan dengan
baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian strategi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan
pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI, berikut ini beberapa saran yang dapat

diimplementasikan, diantaranya :

1. Agar BPSDM Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal
terkait kepastian jumlah peserta serta melakukan pemetaan pejabat pengawas
yang akan diikutsertakan sebagai peserta PKP di seluruh Indonesia pada setiap
provinsi untuk kemudian menyusun mekanisme perencanaan penyelenggaraan
PKP, terutama perihal penambahan anggaran dari Direktorat penghasil PNBP

serta lokasi pelaksanaan PKP. Dalam hal ini agar BPSDM Hukum dan HAM
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melakukan rapat secara berkala bersama stakeholder terkait terutama bersama

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera memastikan pejabat pengawas di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang tidak masuk dalam daftar
cela terkait kesediaan nya dalam mengikuti PKP. Hal tersebut membutuhkan
koordinasi bersama kantor wilayah dari masing-masing satuan kerja sebagai
perpanjangan tangan dari BPSDM Hukum dan HAM dalam melakukan

koordinasi.

. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera mengikutsertakan Balai Diklat Jawa
Tengah, Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan Riau untuk
berpartisipasi aktif membantu dalam melakukan koordinasi dengan lembaga
pelatihan/BPSDM daerah yang telah terakreditasi di setiap provinsi dalam
rangka memastikan kesediaan lembaga pelatihan daerah sebagai lokasi
penyelenggaraan PKP berikut dengan mekanisme penyelenggaraan nya. Lebih
lanjut membuat jadwal rapat koordinasi bersama lembaga pelatihan daerah
yang terakreditasi untuk kemudian dibuatkan MoU kerjasama sehingga dapat
diselesaikan pada bulan agustus 2023. Tahapan selanjutnya agar BPSDM
Hukum dan HAM dapat menetapkan lokasi masing-masing peserta PKP serta
melakukan pemanggilan peserta sesuai dengan pemetaan yang telah
ditetapkan sehingga 1.688 kebutuhan PKP dapat diselesaikan di tahun 2023.

. Agar BPSDM Hukum dan HAM meminta dukungan dari Lembaga Administrasi
Negara sebagai Instansi Pembina dengan mengirimkan surat permintaan
dukungan yang ditujuan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dan
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN untuk mendukung
percepatan penyelenggaraan PKP dengan kebutuhan yang sangat tinggi saat
ini. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat LAN merupakan instansi
pembina bagi lembaga pelatihan di seluruh Indonesia, sehingga dengan
adanya dukungan tersebut akan memaksimalkan koordinasi kerjasama antara
BPSDM Hukum dan HAM dengan lembaga pelatihan di setiap daerah yang

terakreditasi.
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